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ABSTRAK 

 

ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PERTANIAN DI 

DINAS PERIKANAN KETAHANAN PANGAN DAN 

PERTANIAN KOTA SIBOLGA 

OLEH : 

 
PUTRI APRILITA TUMANGGOR 

NIM 11775201441 

 
 

Penelitian ini dilatarbelakangai oleh adanya fenomena-fenomena mengenai tugas 

dan fungsi pada bidang pertanian di Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan 

Pertanian Kota Sibolga diantaranya yaitu masih adanya program kerja yang 

belum terlaksana di setiap seksi pada bidang pertanian. Adapun rumusan dalam 

penelitian ini ialah bagaimana tugas dan fungsi bidang pertanian di Dinas 

Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertamian Kota Sibolga beserta faktor 

penghambatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas 

dan fugsi dari bidang pertanian dan faktor penghambat pelaksanaan tugas dan 

fungsi bidang pertanian di Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian 

tersebut. Metode penelitian ini menggunakan Pendekatan Deskriptif Kualitalif. 

Teknik pengumpulan data yaitu Wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa Bidang Pertanian Dinas Perikanan 

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga masih belum maksimal. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya program kerja yang telah dicanangkan belum 

terealisasi dan belum maksimal pelaksanaanya. Faktor penghambatnya yakni 

keterbatasan sumber daya manusia, faktor anggaran dan topografi Kota Sibolga 

yang tidak mendukung dalam program pertanian. 

 

Kata Kunci : Tugas, Fungsi, Program kerja, Pertanian, Dinas Perikanan 

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keberhasilan pencapaian tujuan dalam suatu organisasi maupun instansi bisa 

dilihat dari tugas yang telah diberikan apakah terselesaikan dengan baik atau 

tidak. Organisasi publik merupakan sesuatu yang abstrak dalam kehidupan saat 

ini, sulit dilihat namun dapat dirasakan eksistensinya di masyarakat. Hampir 

dalam semua aspek kehidupan, organisasi tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

tujuan organisasi tersebut. Organisasi publik tentunya memuat peraturan-

peraturan yang digunakan sebagai acuan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. 

Peraturan tersebut bisa berupa peraturan daerah maupun peraturan walikota.  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 8 ayat (1) menyebutkan tentang 

peraturan walikota yang berbunyi jenis peraturan perundang-undangan selain 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang 

ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan 

Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, 

atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau 

Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewwan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. 
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Peraturan walikota termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang 

dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, namun ditetapkan oleh walikota. 

Peraturan walikota yang ada disetiap daerah tentunya berbeda-beda. Seperti di 

Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga yang mana untuk 

menjalankan tugas dan fungsinya diatur berdasarkan Peraturan Walikota Sibolga 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi serta tugas dan 

fungsi Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga. Peraturan 

Walikota Sibolga Nomor 11 Tahun 2017 memiliki maksud yang sangat jelas 

dalam pembagian tugas, fungsi, dan tata kerja dari setiap bidang di Dinas 

Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga. Dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya tiap-tiap pegawai juga memiliki batasan atau bidang tugas 

masing-masing sehingga tidak dapat mencampuri tugas yang lainnya, tidak ada 

tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya. 

Berdasarkan LKIP Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota 

Sibolga tahun 2020 disebutkan tentang masalah atau fenomena yang terdapat 

dalam bidang pertanian diantaranya seperti yang terlihat pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 Fenomena Bidang Pertanian 

No. Fenomena 

1.  Terbatasnya anggaran dalam mensosialisasikan dan memberi 

penyuluhan langsung kepada masyarakat perikanan terkait  kegiatan di 

bidang pertanian; 

2.  Belum optimalnya layanan rumah potong hewan ruminansia (RPH  R) 

Aek Parombunan disebabkan oleh akses jalan yang rusak, lampu 
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penerangan jalan yang tidak tersedia, kurangnya ketersediaan air dan 

tidak adanya keahlian ASN dalam hal pemeriksaan kebuntingan di RPH; 

3.  Tingginya tingkat inflasi komoditas strategis nasional di Kota Sibolga 

berupa cabai, bawang putih dan bawang merah disebabkan antara lain : 

optimalisasi lahan dan ruang oleh masyarakat yang belum maksimal di 

Kota Sibolga, penyediaan bibit berkualitas untuk diserahkan kepada 

masyarakat masih terkendala, minimya tenaga penyuluh pertanian; 

     4. Kurangnya sarana dan prasarana juga kesadaran masyarakat. 

     5. Belum optimalnya pelayanan kesehatan hewan di masyarakat karena 

belum adanya kendaraan puskeswan keliling dan minimnya tenaga 

dokter hewan di Kota Sibolga yang hanya 1 dokter hewan saja. 

Sumber Data: LKIP Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota 

Sibolga Tahun 2020 

 

Berdasarkan  LKIP diatas, dapat diketahui tentang beberapa fenomena yang 

ada pada bidang pertanian di Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Kota Sibolga. Fenomena tersebut digambarkan secara garis besarnya pada LKIP 

tahun 2020 yaitu mengenai keterbatasan anggaran yang membuat banyak kegiatan 

ataupun tugas pada bidang pertanian menjadi tidak maksimal, keterbatasan sarana 

prasarana dan fasilitas, kurangnya penyediaan bibit yang berkualitas, belum 

optimalnya layanan rumah potong hewan terutama pada aspek peralatan dan 

fasilitasnya dan keterbatasan sumber daya manusia dalam menunjang pelaksanaan 

kegiatan dari bidang pertanian tersebut. 

Adapun fenomena atau permasalahan yang ada pada bidang pertanian di 

Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga secara lebih rinci 

diantaranya sebagai berikut: 
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Pertama, bidang pertanian masih belum baik dalam menjalankan tugas dan 

fungsi yang telah diatur. Selain itu masih banyak program kerja yang masih belum 

maksimal bahkan ada yang belum terlaksana. Hal itu disebabkan oleh beberapa 

faktor yang mempengaruhinya. Hal itu dilihat dari masih banyaknya tugas dan 

uraian tugas yang belum terlaksana dan belum berjalan dengan baik di bidang 

pertanian. Untuk ketiga seksi yaitu seksi kesmavet, seksi produksi dan seksi 

sarana prasarana masih belum menjalankan tugas yang ada dengan maksimal 

bahkan masih ada dari uraian tugas yang termuat dalam perwako tersebut yang 

masih belum berjalan.  

Kedua, akibat pandemi covid 19 maka dana ataupun anggaran di Bidang 

Pertanian pun tidak maksimal. Dengan tidak maksimalnya anggaran maka 

program kerja pun tidak maksimal untuk dilakukan dan berpengaruh terhadap 

pelaksanaan dari tugas di setiap seksi bidang pertanian. Dimana para pegawai 

tidak dapat bergerak luas dalam menjalankan program kerjanya dikarenakan 

anggaran yang tidak maksimal. 

Ketiga, adapun fenomena lain pada bidang pertanian yaitu yang terdapat pada salah 

satu seksi yakni seksi kesmavet atau kesehatan hewan dan masyarakat veteriner yaitu 

masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengobatan hewan dan 

vaksinasi di puskeswan. Hal itu dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak 

mengetahui letak kantor puskeswan dikarenakan memang jarangnya masyarakat 

yang datang membawa peliharaannya ke puskeswan.  

Selain itu tidak semua masyarakat yang mempunyai peliharaan sadar akan 

pentingnya menjaga kesehatan peliharaannya. Padahal puskeswan ada dengan 
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tujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui kesehatan hewan. Fenomena 

kurang kesadarannya masyarakat tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari 

dinas terkhusus bidang pertanian untuk mengenalkan puskeswan kepada 

masyarakat dan pentingnya vaksinasi kepada masyarakat yang mempunyai hewan 

peliharaan. Seperti yang dapat dilihat pada pada tabel dibawah ini mengenai 

vaksinasi pada tahun 20018 sebagai berikut: 

 

Kecamatan Kelurahan 
Total HPR 

(ekor) 

HPR 

Tervaksinasi 

(ekor/dosis) 

Persentase 

% 

Sibolga 

Selatan 

Aek Habil 99 83 83,84 

Aek Manis 57 40 70,18 

Aek Muara Pinang 276 196 71,01 

Aek Parombunan 219 148 67,58 

Sub Total 651 467 71,74 

Sibolga 

Sambas 

Pancuran Bambu  66 53 80,30 

Pancuran Dewa 62 36 58,06 

Pancuran Kerambil 115 97 84,35 

Pancuran Pinang 107 61 57,01 

Subtotal 350 247 70,57 

Sibolga 

Kota 

Kota Baringin 71 21 29,58 

Pancuran Gerobak 290 192 66,21 

Pasar Baru 68 59  86,76 

Pasar Belakang 39 24  61,54 

Subtotal 468 296 63,25 

Sibolga 

Utara 

Angin Nauli  280 199 71,07 

Huta Tonga-tonga 201 129 64,18 

Hutabarangan 306 207 67,65 

Sibolga Ilir 309 184 59,55 

Simare-mare 201 153 76,12 

Subtotal 1.297 872 67,23 

 Total 2.766 1.882 68,04 

Sumber data: Laporan kegiatan vaksinasi oleh kesmavet tahun 2018 

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2018 vaksinasi yang 

dilakukan seksi kesmavet diketahui tentang ketercapaian hewan HPR yang 

Tabel 1.2 Rekapitulasi Vaksinasi Rabies Tahun 2018 
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divaksinasi dan target hewan yang divaksinasi yang mana diketahui bahwa dari 

total HPR yang ada di Kota Sibolga, yang tidak tervaksinasi ada 884 ekor HPR. 

Adapun vaksinasi tersebut dilakukan oleh seksi kesehatan hewan dan masyarakat 

(kesmavet) dengan cara turun lapangan ke setiap kelurahan dan kecematan yang 

ada di kota Sibolga.  

Keempat, Selain itu, pada bidang pertanian juga terdapat fenomena yang 

berkaitan dengan kedisiplinan para pegawai. Dimana, berdasarkan pengamatan 

dilapangan dari segi disiplin waktu bekerja pun masih ditemukannya pegawai 

bidang pertanian yang kurang memanfaatkan waktu secara baik, hal ini dilihat 

masih adanya pegawai hadir diatas jam yang telah ditetapkan, dimana seharusnya 

jam masuk kantor adalah pukul 08.00 WIB pagi tetapi hadir pukul 09.00 WIB 

pagi, begitu juga pada saat jam makan siang dan istirahat pukul 12.00-13.00 WIB 

tetapi pada kenyataannya masih ditemukannya pegawai yang masuk kembali ke 

kantor pukul 14.00 WIB bahkan ada juga yang pukul 14.30 WIB terutama dihari-

hari sepi kerja seperti hari jum’at, masih ditemui pegawai yang datang ke kantor 

bahkan sampai jam 10.00 WIB.  

Kelima, Selain itu, fenomena lain juga terdapat dalam masalah anggaran dan 

sarana prasarana. Dimana program kerja ataupun tugas yang akan dilakukan kerap 

tidak maksimal karena terhalang oleh anggaran. Selain itu sarana prasarana dan 

fasilitas bidang pertanian juga tidak memadai. Seperti yang diketahui bahwa 

bidang pertanian mempunyai tiga seksi dimana ketiga seksi tersebut seharusnya 

mempunyai sarana prasarana yang memadai disertai fasilitas yang cukup. Akan 

tetapi pada bidang pertanian fasilitas yang ada masih belum maksimal sebagaiman 
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yang tertuang dalam Perwako Sibolga No 11 Tahun 2017. Seperti contoh dimana 

salah satu seksi di bidang pertanian yaitu seksi kesmavet yakni puskeswan yang 

notabene nya hadir untuk pelayanan kesehatan hewan akan tetapi terhalang oleh 

karena tidak maksimalnya anggaran dan sarana prasaran seperti tidak 

maksimalnya obat-obatan dipuskeswan yang membuat para masyarakat yang 

sudah datang ke puskeswan tidak mendapatkan pelayanan maksimal dan bahkan 

pegawai menyarankan untuk pergi ke klinik swasta lain. Hal itu menyebabkan 

tidak banyaknya contoh kasus yang ditangai oleh pegawai sehingga kinerja pun 

tidak berkembang dan meningkat. Selain itu fasilitas di bidang pertanian terutama 

di kantor puskeswan atau seksi kesmavet masih belum lengkap seperti contoh 

komputer tidak ada di puskeswan dan perlatan medis tidak memadai. 

Keenam, kabid bidang pertanian juga mengatakan bahwa fenomena lain yang 

ada pada bidang pertanian yaitu beban kerja dan semnagat kerja para pegawai 

kian menurun dan tidak maksimal terutama di era pandemi covid 19. Dan banyak 

anggaran yang dipangka terutama pada masa pandemi seperti sekarang ini. 

Ketujuh, Fenomena lain yaitu berdasarkan indikator kinerja utama yang 

tertuang di lakip Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga, 

beberapa indikator bidang pertanian masih belum terlaksana dengan maksimal. 

Seperti contoh pada IKU Bidang Pertanian seksi kesmavet yaitu jumlah ternak 

yang divaksinasi. Dimana fenomenanya yaitu jumlah hewan yang tervaksinasi 

masih jauh dari target hewan yang divaksinasi.  

Kedelapan, Selain itu fenomena lain yaitu adanya penurunan kinerja yang 

disebabkan karena beberapa program kegiatan yang anggarannya dihapus. Seperti 
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tertuang dalam LKIP Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota 

Sibolga pada bab III Akintabilitas Kinerja disebutkan bahwa beberapa kegiatan 

yang anggarannya dihapus terkhusus di bidang Pertanian yaitu: 

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan 

- Program peningkatan hari  hari besar 

- Program penataan gedung kantor 

- Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/peternakan. 

Dimana hal seperti penghapusan anggaran tentu berpengaruh terhadap 

pelaksanaan tugas yang ada pada bidang tersebut. Seperti jika ingin melakukan 

kegiatan ataupun tugas yang ada, akan tetapi dikarenakan anggaran dipangkas dan 

bahkan dihapus maka tugas-tugas yang akan dilaksanakan menjadi terbatas dan 

fenomena yang ada bahwa dikarenakan anggaran yang dihapus tersebut, banyak 

program kerja yang dibatasi dan tidak dijalankan dan bidang pertanian hanya 

menjalankan proker atau tugas-tugas yang pokok saja. Bidang pertanian juga 

menyusun program kerjanya yang mengacu pada tugas dan uraian tugas dari perawako 

yang mana bidang pertanian mempuyai tiga seksi yang dimana seksi-seksi tersebut 

memiliki program kerja yang disusun berdasarkan tugas dan uraian tugas yang ada 

pada perwako nomor 11 tahun 2017 pada bagian keenam tentang bidang 

pertanian. 

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka dengan ini peneliti 

berkeinginan untuk meneliti hal tersebut dengan tujuan untuk melihat dan 

menganalisa tentang tugas dan fungsi dari bidang pertanian.  
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Oleh karena itu peneliti mengangkat judul “ANALISIS TUGAS DAN 

FUNGSI BIDANG PERTANIAN DI DINAS PERIKANAN KETAHANAN 

PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SIBOLGA” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu: 

a. Bagaimana tugas dan fungsi bidang pertanian di Dinas Perikanan 

Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Sibolga ? 

b. Faktor apa saja yang menghambat tugas dan fungsi bidang pertanian Dinas 

Perikanan Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Sibolga ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun tujuan penelitian dalam 

penelitian ini, yaitu:  

a. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Bidang Pertanian di Dinas Perikanan 

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga. 

b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat tugas dan fungsi 

bidang pertanian di Dinas Perikanan Ketahanan Pangan Dan Pertanian 

Kota Sibolga. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun manfaat penelitian dalam 

penelitian ini, yaitu: 

Bagi Penulis 

a. Mengetahui Dinas Perikanan Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota 
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Sibolga. 

b. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis mengenai tugas dan 

fungsi bidang pertanian di Dinas Perikanan Ketahanan Pangan Dan 

Pertanian Kota Sibolga terkhusus dibidang pertanian. 

c. Dengan penelitian ini semoga menambah wawasan bagi penulis baik itu 

secara teori maupun aplikasinya di Dinas Perikanan Ketahanan Pangan 

Dan Pertanian Kota Sibolga. 

Bagi Instansi dan Penelitian Lain 

a. Hasil penelitian ini di harapkan memberikan kontribusi praktis dan suatu 

masukan yang bermanfaat bagi Dinas Perikanan Ketahanan Pangan Dan 

Pertanian Kota Sibolga. 

b. Dapat memahami tugas dan fungsi bidang pertanian Dinas Perikanan 

Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Sibolga. 

c. Sebagai bahan referensi yang dapat di gunakan sebagai pedoman untuk 

melakukan penelitian pada masa yang akan datang. 

Bagi Akademisi 

a. Memberikan sumbangsih atau kontribusi terhadap pengembangan 

permasalahan terkait di DinasPerikanan KetahananPangan Dan Pertanian 

Kota Sibolga. 

b. Dapat memahami istilah dan permasalahan terkait yang ada di instansi 

yang di jadikan penelitian tersebut. 

c. Mendorong untuk di lakukan kajian dan penelitian di kemudian hari. 

Bagi Masyarakat 
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a. Dapat memberikan kontribusi  dalam memberikan informasi mengenai 

keadaan di Dinas Perikanan Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota 

Sibolga. 

b. Menjadi acuan atau panduan baik bagi masyarakat, karyawan maupun 

masyarakat awam yang belum memahami keadaan yang ada di dalam 

perusahaan yang di jadikan penelitian. 

c. Sebagai pertimbangan masyarakat dalam menilai keadaan yang terjadi 

sebelum dan sesudah peneliti melakukan penelitiannya. 

1.5 Batasan Penelitian 

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya maka 

dikemukakan batasan penelitian sebagai berikut: 

a. Pada analisis ini peneliti memfokuskan pada tugas dan fungsi beserta 

program kerja bidang pertanian berdasarkan perwako Sibolga Nomor 11 

Tahun 2017 

b. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perikanan Ketahanan Pangan Dan 

Pertanian Kota Sibolga khususnya pada bidang pertanian. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman isi skripsi, maka peneliti 

membagi pembahasannya menjadi lima bab, yaitu: 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang yang menjelaskan 

permasalahan yang sedang terjadi sehingga dijadikan sebagai bahan 

penelitian,kemudian ada Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat 
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Penelitian serta Sistematika Penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Pada bab ini terdiri dari berbagai pendapat teori-teori yang erat kaitannya 

dengan birokrasi, manajajemen publik, organisasi peublik, dan program kerja 

Bab III Metode Penelitian 

Pada bab ini penulis memaparkan metode penelitian yang terdiri dari Lokasi 

dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Informan 

Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data. 

Bab IV Gambaran Umum Penelitian 

Pada bab ini penulis memaparkan gambaran umum penelitian mulai dari 

Kota Sibolga sebagai tempat keberadaan Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan 

Pertanian, baik dari letak geografisnya hingga masyarakatnya, serta memaparkan 

tentang Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian baik dari Sejarahnya, 

Visi dan Misi, Tugas dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Ketahanan Pangan 

dan Pertanian. 

Bab V Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini penulis menjelaskan hasil dari penelitian yang telah 

dilaksanakan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, mulai dari bagaimana 

tugas dan fungsi dari bidang pertanian Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan 

Pertanian hingga faktor yang menjadi penghambat dari pelaksanaan tugas dan 

fungsi bidang pertanian tersebut. 

Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan dari penelitian yang telah 
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dilaksanakan sertasaran penulis untuk bidang pertanian Dinas Perikanan 

Ketahanan Pangan dan Pertanian agar dapat memaksimalkan tugas dan program 

kerja kedepannya. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Birokrasi 

Secara bahasa, istilah birokrasi berasal dari bahasa Prancis bureaub yang 

berarti kantor atau meja tulis, dan kata Yunani kratein yang berarti mengatur (M. 

Mas’ud Said, 2007:1). Menurut Max Weber seperti yang dikutip M. Mas’ud Said 

(2007:2) birokrasi adalah sistem administrasi rutin yang dilakukan dengan 

keseragaman, diselenggarakan dengan cara-cara tertentu didasarkan aturan tertulis 

oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. 

Menurut Rourke seperti yang dikutip M. Mas’ud Said (2007:2) birokrasi 

adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur 

dalam sistem hierarki yang jelas dilakukan dengan aturan tertulis, dilakukan oleh 

bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya oleh orang-orang yang dipilih 

karena kemampuan dan keahlian di bidangnya.  

Menurut Pfiffner dan Presthus seperti yang dikutip M. Mas’ud Said (2007:4) 

mendefinisikan birokrasi adalah suatu sistem kewenangan, kepegawaian, jabatan, 

dan metode yang dipergunakan pemerintah untuk melaksanakan program-

programnya. 

Berdasarkan konsepsi legitimasi, Weber seperti yang dikutip oleh M. Mas’ud 

Said (2007:5) merumuskan proposisi tentang penyusunan sistem otoritas legal 

yakni:  

1. Tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang berkesinambungan; 

2. Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang yang berbeda sesuai dengan 
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fungsinya yang masing-masing dilengkapi dengan syarat tertentu; 

3. Jabatan tersusun secara hierarki yang disertai dengan rincian hak-hak control 

dan pengaduan; 

4. Aturan disesuaikan dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis maupun 

secara legal; 

5. Anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda dengan anggota sebagai 

individu pribadi; 

6. Pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya; 

7. Administrasi didasarkan pada dokumen tertulis dan menjadikan kantor 

sebagai pusat organisasi modern; 

8. Sistem otoritas legal memliliki berbagai bentuk, tetapi dilihat pada aslinya 

sistem tersebut tetap berada dalam suatu staf administrasi birokratik. 

Birokrasi merupakan lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam 

menggerakkan organisasi karena birokrasi ditata secara formal untuk melahirkan 

tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Birokrasi menurut Max Weber sebagai 

suatu bentuk organisasi yang ditandai oleh hierarki, spesialisasi peranan, dan 

tingkat kompetensi yang tinggi ditunjukkan oleh para pejabat yang terlatih untuk 

mengisi peran-peran tersebut (Lijan Poltak Sinambela dkk, 2006:53). 

Birokrasi sesungguhnya dimaksudkan sebagai sarana bagi pemerintah yang 

berkuasa untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi 

masyarakat. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk 

mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengoordinasi secara 

sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang (Wahyudi Kumorotomo, 



16 

 

 
 

2009:74). Buku Weber berjudul The Theory of Social and Economic 

Organization5 serta Essay in Sociology 6 menjadi kajian utama para ilmuan di 

berbagai negara, tetapi yang paling utama dibahas adalah birokrasi, karena 

Waberlah orang pertama yang menyuguhkannya. Bagi Weber, birokrasi adalah 

metode organisasi terbaik dengan spesialisasi tugas. Dalam bukunya Wirtschaft 

und Gesellschaft, Weber mengutarakan bahwa ada 3 tipologi birokrasi publik 

yaitu: legitimasi karismatik, legitimasi tradisional, dan legitimasi rasional.  

Sedangkan dalam bukunya Eassy in Sociology, ia menulis bahwa kekuasaan 

adalah kesempatan seseorang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauannya 

sendiri. Sekaligus menerapkan terhadap tindakan perlawanana dari orang-orang 

ataupun golongan tertentu. Selama ini banyak pakar yang menulis dan meneliti 

tentang birokrasi (bureaucracy) yaitu, bahwa fungsi dari staf pegawai administrasi 

memiliki cara-cara yang lebih spesifik agar lebih efektif dan efisien. Gordon 

dalam Ambar Teguh, (2003:47). Ada tiga bentuk struktur organisasi yang cukup 

populer dan selama ini dipergunakan dalam organisasi publik yaitu: lini, lini dan 

staf, dan matriks. Bentuk ini adalah merupakan struktur yang paling simpel dan 

sederhana. Bentuk ini ditandai dengan garis hubungan yang bersifat vertikal antar 

setiap tingkatan organisasi. 

Pemilihan struktur birokrasi sebaiknya berorientasi pada kebutuhan birokrasi 

publik yaitu berpedoman pada visi, misi, sasaran, tujuan serta fungsi dan tugas 

yang dilaksanakan dalam konteks terciptanya birokrasi yang efektif dan efisien. 

Penempatan seseorang dalam struktur birokrasi harus di dasarkan pada 

profesionalisme bukan didasarkan pada pertimbangan lain. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengertian birokrasi adalah sistem administratif dan pelaksanaan tugas keseharian 

yang terstruktur, dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan 

tertulis, dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh 

orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian dibidangnya. Dalam bidang 

publik konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan 

secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti, 

dan mudah dikendalikan. Berdasarkan perbedaan tugas pokok atau misi yang 

mendasari suatu organisasi birokrasi menurut Syukur Abdullah seperti yang 

dikutip (Wahyudi Kumorotomo, 2009:79) menguraikannya dalam tiga kategori 

birokrasi sebagai berikut :  

a. Birokrasi pemerintahan umum yaitu rangkaian organisasi pemerintahan 

yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara 

ketertiban dan keamanan dari tingkat pusat sampai daerah (propinsi), 

kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa. Tugas-tugas tersebut bersifat 

mengatur. 

b. Birokrasi pembangunan yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan  

salah satu bidang atau sektor yang khusus guna mencapai tujuan 

pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, dan indusri, 

Fungsi pokoknya adalah development function atau adaptive function. 

c. Birokrasi pelayanan yaitu unit organisasi yang pada hakikatnya 

merupakan bagian yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Yang 

termasuk dalam kategori ini antara lain : rumah sakit, sekolah, koperasi, 
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bank rakyat desa, transmigrasi, dan berbagai unit organisasi lainnya yang 

memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atas nama 

pemerintah, fungsi utamanya adalah service. 

2.2 Manajemen Publik 

Menurut Sangkala manajemen publik merupakan penggabungan antara 

orientasi normatif dari administrasi publik tradisional dengan orientasi 

instrumental dari manajemen umum. Sedangkan menurut Keban, Manajemen 

publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan 

merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan 

controlling di satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, 

dan politik di sisi lain. Dan menurut Budi Kurniadi, manajemen publik merupakan 

manajemen pelayanan masyarakat. Adapun menurut pendapat beberapa ahli/pakar 

manajemen publik yaitu sebagai berikut:  

Manajemen Publik Menurut Shafritz dan Russel (dalam Kebab, 2008:93) 

diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan 

suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai 

tujuan organisasi.  

Menurut Nor Ghofur (2014) Mengartikan bahwa manajemen publik adalah 

manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk 

melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan 

kepada masyarakat.  

Manajemen Publik Menurut Shafritz dan Russel (dalam Kebab, 2008:93) 

diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan 
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suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai 

tujuan organisasi. 

Menurut Overman dalam Keban (2004:85) mengemukakan bahwa 

manajemen publik bukanlah “scientific manajement”, meskipun sangat 

dipengaruhi oleh “scientific manajemen”. Manajemen publik bukanlah “policy 

analysis”, bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan 

antara orientasi politik kebijakan di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu 

studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan 

antara fungsi manajemen seperti planning, organizing dan controlling satu sisi, 

dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain. Menurut Donovan 

dan Jackson (2013:11-12) menejemen publik diartikan sebagai aktivitas yang 

dilakukan dengan serangkaian keterampilan (skill). 

Berdasarkan definisi dari para ahli diatas, maka manajemen publik adalah 

suatu proses pengelolaan yang dilakukan dengan cara menggabungkan antara 

fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan controlling dengan 

administrasi publik untuk mengahasilkan pelayanan yang lebih baik bagi 

masyarakat. 

Adapun macam-macam Manajemen Publik yaitu sebagai berikut: 

Menurut Mahmudi macam-macam konsep manajemen publik ada empat yaitu: 

1) Konsep New Public Management (NPM) 

2) Konsep Manajerialisme. 

3) Konsep Reinventing Government. 

4) Konsep Organization For Economic Coorperation And Development. 
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Menurut Samodra Wibawa dalam buku Peluang Penerapan New Public 

Management (NPM) Untuk Kabupaten di Indonesia, mengemukakan bahwa New 

Public Management (NPM) merupakan konsep manajemen sektor publik yang 

mulai dikembangkan oleh negaranegara anglo saxon seperti Inggis, Australia, 

Amerika Serikat dan Jerman. Konsep New Public Management (NPM) yang 

dipahami dan dijalankan oleh kota di Jerman dan mempersoalkan penerapan 

konsep ini di Indonesia. 

Selain itu, di dalam manajemen publik juga terdapat program kerja yang 

dijalankan guna menjalankan tugas dan mencapai tujuan dari organisasi publik 

tersebut. Adapaun program kerja adalah campuran antara kebijaksanaan dan 

prosedur yang biasanya didukung oleh budget dan dimaksudkan untuk 

menetapkan suatu rangkaian tindakan dimasa dekat atau jauh. Suatu planning 

tanpa adanya program akan sulit untuk dikerjakan, karena tidak diketahui dari 

mana dulu pekerjaan itu harus dimulai. 

Program kerja adalah aktivitas yang menggambarkan bagian mengenai 

pekerjaan yang akan dilakukan berikut petunjuk-petunjuk mengenai cara 

pelaksanaannya. Aktivitas yang digambarkan itu biasanya menyangkut juga 

dengan jangka waktu penyelesaiannya, penggunaan material dan peralatan yang 

diperlukan, pembagian wewenang dan tanggungjawab serta kejelasan lainnya 

yang dianggap perlu. Prinsipnya, program kerja ini akan menjadi pegangan bagi 

organisasi ataupun instansi dalam menjalankan rutinitas roda organisasi. 

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, 

dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula 
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diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. 

Westra (1989:236) mengatakan bahwa “program adalah rumusan yang memuat 

gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara 

pelaksanaanya”. Siagian (dalam Westra 1989:124) mengatakan bahwa 

“penyusunan program adalah penjabaran suatu rencana yang telah ditetapkan 

sedemikian rupa sehingga program kerja itu memiliki ciri-ciri operasional 

tertentu”. Lebih lanjut di jelaskan jika suatu program yang baik harus memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas. 

2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. 

3. Suatu kerangka kebijkasanaan yang konsisten atau proyek yang saling 

berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin. 

4. Pengukuran ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan- 

keuntungan yang diharapakan akan dihasilkan program tersebut. 

5. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program 

pembangunan lainnya, karena suatu program tidak dapat berdiri sendiri. 

6. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, 

pembiayaan, dan lain lain untuk melaksanakan program tersebut (Bintoro 

1987:181). 

Sedangkan Jones (1996:295) berpendapat bahwa “program adalah unsur 

pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan”. Melalui program maka 

segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk 

diopersionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan oleh 
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Korten (dalam Jones 1996:232) bahwa “A programme is collection of interrelated 

project designed to harmonize and integrated various action an activities for 

achieving averral policy abjectives”  atau suatu program adalah kumpulan proyek-

proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

yang harmonis dan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijaksanaan 

tersebut secara keseluruhan. 

Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan 

organisasi. Oleh karena itu suatu program kerja organisasi harus dilengkapi 

dengan berbagai sarana yang dibutuhkan misalnya meningkatkan kinerja para 

anggotanya, memperbaiki peralatan yang baru/canggih dan upgrade akan 

perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan keinginan masyarakat. 

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa program tindakan 

yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni sebelum menentukan 

masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka 

sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa 

masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik, jadi dalam menentukan 

suatu program harus dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar 

dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari pelaksana programnya. 

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan 

wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu 

instansi secara rutin sesuai rutin dengan kemampuan yang dimilikinya untuk 

menyelesaikan program yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu 
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organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yan lebih rinci 

yang dilakasanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-

tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan 

kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) 

merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. 

Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu 

organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah 

tugas pokok. 

Tugas Pokok  

Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya 

adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan 

tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai 

suatu tujuan. 

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam 

moekjiat(1998;9), “The Tern Task is Frequently uset to describe one portion or 

element in job”( Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu 

unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekjiat (1998;10), 

mengemukan bahsa “A task is a specific work activity carried out to achieve a 

specific purpose”( Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang 

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu ).  

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik 

yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam 

Moekjiat (1998;10), menyatakan bahwa “Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu 
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yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkan menurut Moekjiat 

(1998;11), “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari 

suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur(elemen) atau lebih sehinnga 

menjadi suatu kegiatan yang lengkap”. Berdasarkan definisi tugas diatas, dapat 

kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekeejaan atau kegiatan yang 

paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang 

memberikan gambaran tentan ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau 

organisasi demi mencapai tujuan tertentu. 

Fungsi 

Fungsi Pengertian fungsi menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia 

merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. 

Adapun menurut 18 para ahli, defenisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam 

Haslinda Zainal (skripsi: ”Analisis Tugas Pokok Dan Pegawai Pada Sekretariat 

Pemerintah Kota Makassar”,2008), fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang 

tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun 

pertimbangan lainnya. Defenisi tersebut memiliki presepsi yang sama dengan 

defenisi fungsi menurut Sutarto dalam buku Zainal (2008:22),yaitu fungsi adalah 

rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan 

oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok 

aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.  

Sedangkan pengertian singkat dari defenisi fungsi menurut moekijat dalam 

Haslinda (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu 

tugas tertentu. Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas pokok dan 
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fungsi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa defenisi tugas pokok dan fungsi 

(TUPOKSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan 

oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama 

lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam 

sebuah organisasi. 

Menurut David F. Smith dalam Buku Gibson (1993:37), menjelaskan 

mengenai hubungan antara pekerjaan pegawai, yangdalam hal ini berupa tugas 

pokok dan fungsi dengan efektivitas pegawai, bahwa : “selain masalah praktis 

dalam hubungan dengan desain pekerjaan, yaitu berkaitan dengan keefektifan 19 

dalam istilah ekonomi, politik, dan moneter, akan tetapi pengaruh yang terbesar 

berkaitan dengan keefektifan social dan psikologis pegawai. 

Pekerjaan dapat menjadi sumber tekanan psikologis dan bahkan gangguan 

mental dan fisik terhadap seseorang pegawai selain sisi positif dan dari pekerjaan 

yaitu dapat menghasilkan pendapatan, pengalaman hidupyang berarti, harga diri, 

penghargaan dari orang lain, hidup yang teratur dan hubugan dengan orang lain”. 

Penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa pekerjaan ataupun TUPOKSI yang 

ditetapkan untuk suatu jabatan sangat berpengaruh secara langsung terhadap 

efektivitas pegawai. Efektivitas pegawai dapat dinilai melalui pelaksanaan tugas-

tugasnya secara benar dan konsisten.  

Tugas pokok dan fungsi pegawai merupakan jabaran langsung dari tugas dan 

fungsi organisasi kedalam jabatan yang dianalisis. Oleh karena itu, untuk dapat 

menghasilkan tugas pokok dan fungsi yang tepat dan jelas demi meningkatkan 

efektivitas pegawai dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, upaya awal yang 
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harus dilakukan yaitu melaksanakan proses analisis pekerjaan, yaitu proses 

pengumpulan data organisasi mengenai berhubungan dengan pekerjaan. 

2.4  Pandangan Islam 

Allah SWT menyatakan bahwa segala apa yang dikerjakan oleh hambanya 

tentu ia akan mendapatkan balasannya. Manusia didalam bekerja dilarang untuk 

curang karena Allah SWT maha melihat segala sesuatu. Dimana dijelaskan dalam 

ayat Al-Qur’an  dalam surah AL- Ahqafayat19: 

 

Artinya.“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah 

mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) 

pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah SWT pasti akan membalas 

setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. 

Artinya, jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menjalankan 

tugas yang diberikan dengan baik pula maka ia akan mendapat hasil yang baik 

pula dari kerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasi atau 

instansi nya. 

Sedangkan dalam surah lain dalam Al-qur’an surat An- Nahl ayat 97 yaitu: 

 

 

 

Artinya: “barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik lakilaki maupun 



27 

 

 
 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami 

berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari 

apa yang telah mereka kerjakan” 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa barangsiapa yang mengerjakan amal 

shaleh misalnya ikhlas dalam melakukan pekerjannya dalam keadaan beriman, 

maka Allah akan memberikan balasan pahala yang baik dari apa yang telah 

dikerjakan. 

Sedangakan hadist riwayat Ahmad yang artinya: “Sesungguhnya Allah 

menyukai hamba yang bekerja dan terampil. Siapa yang bersusah payah mencari 

nafkah untuk keluarganya maka ia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah” 

Maksud hadist tersebut ialah Allah menyukai hamba yang bekerja dan 

terampil maka dari itu dengan meningkatkan kinerja dengan cara meningkatkan 

keterampilan dan memaksimalkan pekerjaan yang mana hal tersebut jika 

dilakukan dengan ikhlas maka akan mendapat pahala dan disukai Allah karena 

Allah menyukaihamba-Nya yang bekerja dan terampil. 

2.5  Penelitian Terdahulu 

Peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian sebelumnya sebagai acuan 

terhadap di lakukannya penelitian ini. Peneliti mengambil hasil penelitian yang 

terkait dengan analisiskinerja.Peneliti memilihpenelitian sebelumnya sebagai 

acuan mengenai sistematika penulisan yang baik yang dilakukan oleh: 

1. Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 4 No. 2, Tahun 2002 oleh Ummu Salamah dan 

Jusman Iskandar dengan judul "Kajian Pengaruh Kebijakan Teknologi 

Pertanian dan Peternakan Terhadap Perubahan Sosial dalam 
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Peningkatan Kesejahteraan Petani/Peternak". Jurnal ini membahas tentang 

kebijakan dan program pertanian terhadap perubahan sikap dan perilaku para 

petani, serta dinamika kelompok tani dalam peningkatan kegiatan usaha/taraf 

kesejahteraan petani dan peternak. Adapun hasil penelitian diketahui bahwa 

implementasi program pembinaan teknologi yang dilakukan bagi komunitas 

petani/peternak di daerah penelitian, dalam konteks perubahan sosial, 

memerlukan kondisi yang baik dalam hal penyuluhan dan komunikasi, kepada 

petani/peternak perlu ditanamkan motivasi dan kemampuan untuk 

menggunakan dan menyebarluaskan inovasi teknologi melalui kelompok tani, 

dan perlu dilakukan penguatan kohesivitas kelompok tani, yaitu tujuan 

kelompok, struktur kelompok, suasana dan iklim kelompok, keragaman dan 

fungsi serta tugas kelompok, efektivitas kelompok, pemeliharaan dan 

pengembangan kelompok. Adapun keterkaitan penelitian ini dengan judul yaitu 

sama-sama membahas tentang teknologi pertanian dan peternakan. Akan tetapi 

perbedaannya, jika dalam jurnal ini teknlogi pertanian dan peternakan yang 

digunakan sudah terbilang modern dengan skala yang luas dibandingkan 

dengan penelitian ini yang hanya dalam ruang lingkup bidang di satu dinas 

yaitu bidang pertanian. 

2. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, Vol. 5 No. 1 Tahun 2013 oleh El 

Syabrina, Dedi Budiman Hakim, dan Fredian Tonny dengan judul "Analisis 

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Provinsi Riau". Berdasarkan 

penelitian dalam jurnal ini diketahui bahwa Penyuluhan di Provinsi Riau 

diselenggarakan dengan kelembagaan yang beragam dimana masing-masing 
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instansi berjalan sendiri-sendiri sehingga penyelenggaraan penyuluhan 

pertanian menjadi tidak produktif, tidak efektif dan tidak efisien. Adapun hasil 

kajian jurnal in mengungkapkapkan bahwa Implementasi Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta 

perangkat peraturan perundangan di bawahnya menyebabkan kelembagaan 

penyuluhan pertanian di Provinsi Riau mengalami perubahan bersama pranata 

sosial kelembagaan penyuluhan; Pelaksanaan fungsi pelayanan dan fungsi 

pengaturan masih mendominasi sistem kerja penyuluhan; 

Rumusan strategi dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian 

membentuk badan sendiri yang spesifik menaungi penyuluhan pertanian. 

Adapun keterkaitan penelitian ini dengan judul yaitu membahas tentang 

peyuluhan pertanian. Dimana pada jurnal ini penyuluh pertanian diatur masing-

masing kelembagaan atau dinas yang menaungi. Dimana disalah satu Dinas 

yang menjadi tempat penelitian judul ini yaitu Dinas Perikanan Ketahanan 

Pangan dan Pertanian Kota Sibolga yang mana memiliki penyuluh pertanian 

terutama di bidang pertanian. Adapun perbedaannya yaitu pada jurnal 

membahas tentang lingkup kelembagaan penyuluhan pertanian di Provinsi 

Riau, akan tetapi pada judul penelitian ini membahas tentang penyuluh 

pertanian di dalah satu seksi pada bidang pertanian beserta tugas yang 

dilakukan oleh penyuluh pertanian. 

3. Jurnal Ilmu Pemerintahan Tahun 2013 oleh Neneng Kustiawati dengan judul 

"Implementasi Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tugas 

Pokok dan Fungsi Camat di Kecamatan Balikpapan Utara Kota 
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Balikpapan". Adapun jurnal tersebut membahas tentang implementasi 

peraturan walikota tentang tupoksi camat Balikpapan Utara dengan 

permasalahan yaitu nengenai penyelenggaraan pelayanan di bidang 

administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah kecamatan dan 

minimnya camat berkoordinasi dengan bawahannya. Adapun hasil pembahasan 

ditemui bahwa camat masih belum mampu dalam berkoordinasi dengan para 

bawahannya sehingga para pegawai bekerja tanpa adanya koordinasi. Adapun 

keterkaitan jurnal dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang 

tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan walikota setempat dengan 

perbedaan yaitu locus dan fokus penelitian antara jurnal dan penelitian ini. 

4. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 5 No. 4 Tahun 20017 oleh Nyak 

Ilham dengan judul "Alternatif Kebijakan Peningkatan Pertumbuhan Pdb 

Subsektor Peternakan Di Indonesia". Pada penelitian ini membahas tentang 

subsektor peternakan yang berpotensi dijadikan sumber pertumbuhan baru 

pada sektor pertanian. Adapun hasil penelitian mengungkapkan bahwa 

komoditas yang menjadi prioritas untuk dikembangkan adalah ternak sapi 

potong, ayam ras pedaging dan ayam ras petelur. Strategi yang dilakukan tidak 

hanya melibatkan instansi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan, tapi juga 

lingkup subsektor lain dalam Departemen Pertanian, dan lingkup luar Deptan. 

Adapun keterkaitan jurnal dengan judul penelitian ini ialah membahas tentang 

pertanian dengan subsektor peternakan. Dimana dalam aspek pertanian juga 

termasuk didalamnya membahas tentang peternakan. Seperti pada jurnal ini, 

pada subsektor peternakan yang diprioritaskan ialah jenis sapi potong dan 
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ternak ayam. Begitupun pada Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan 

Pertanian Kota Sibolga terutama pada Bidang Pertanian dimana subsektor nya 

adalah peternakan. Peternakan dalam bidang pertanian pada penelitian ini ialah 

pada pemberdayaan kesehatan hewan, pengelolaan dan pemberdayaan rph 

besar dan kecil seperti sapi, dll dan peternakan dalam pembudidayaan ternak 

ayam dan puyuh. 

5. Jurnal Ilmu Pemerintahan Tahun 2018 oleh Furkanuddin Nur Adi, Muh Jamal, 

Iman Surya dengan judul "Peran Dinas Pertanian Kota Samarinda Dalam 

Meningkatkan Produksi Pertanian Di Kelurahan Lempake". Dalam 

penelitian ini membahas tentang sektor pertanian sebagai sektor paling penting 

di Indonesia dimana dilihat bahwa Dinas Pertanian memiliki peran dalam 

meningkatkan produksi pertanian di kelurahan tersebut. Adapun hasil dari 

penelitian ini yaitu peran dinas pertanian kota Samarinda dalam meningkatkan 

produksi pertanian diterapkan dengan beberapa program pengembangan 

prasarana pertanian, pelaksanaan penyuluh pertanian, pemantauan dan evaluasi 

dibidang pertanian serta beberapa faktor yang mendukung dan menghambat 

peningkatan produksi pertanian. Tujuan penelitian ini diharapkan agar Dinas 

Pertanian Kota Samarinda dapat memaksimalkan program-program dibidang 

pertanian agar tujuan peningkatan produksi bidang pertanian dapat lebih 

maksimal. Adapun keterkaitan penelitian pada jurnal ini dengan judul 

penelitian yaitu membahas tentang Dinas Pertanian yang menaungi kegiatan 

atau program-program pertanian. Dimana melalui Dinas Pertanian diharapkan 

produksi pertanian kian meningkat pada setiap sektor pertanian. Adapun 



32 

 

 
 

perbedaan dengan judul yaitu kalau jurnal ini membahas tentang satu Dinas 

Pertanian dan manfaatnya untuk peningktatan produksi pertanian melalui 

program-program pertanian yang ada di dinas itu. Sedangkan pada penilitian 

ini membahas pertanian pada satu bidang yaitu bidang/unit pertanian yang juga 

melalui program-program pertanian diharapkan dapat meningkatkan produksi 

pertanian di Kota Sibolga terkhusus di Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan 

Pertanian Kota Sibolga. 

2.6 Definisi Konsep 

Adapun defenisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Definisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara 

asbtrak kejadian, keadaan kelompok individu yang menjadi pusat perhatian dalam 

ilmu social. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan 

batasan pada bagian selanjutnya, hal ini agar memberikan arah dan penulisan 

berikutnya yaitu dengan mendefiniskan sebagai berikut :  

1. Birokrasi adalah suatu sistem kewenangan, kepegawaian, jabatan, dan metode 

yang dipergunakan pemerintah untuk melaksanakan program-programnya. 

2. Manajemen Publik menurut Keban, Manajemen publik adalah suatu studi 

interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan 

antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan controlling di satu sisi, 

dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain.  

3. Tugas Pokok adalah kesatuan pekeejaan atau kegiatan yang paling utama dan 

rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan 

gambaran tentan ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi 
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mencapai tujuan tertentu. 

4. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang 

dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 

5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama kepala 

daerah. Peraturan daerah dalam penelitian ini adalah Peraturan Walikota Sibolga 

Nomor 11 Tahun 2017. 

6. Program kerja adalah aktivitas yang menggambarkan bagian mengenai pekerjaan 

yang akan dilakukan berikut petunjuk-petunjuk mengenai cara pelaksanaannya. 

2.7 Konsep Operasional 

Menurut Singarimbun (1995:46) konsep operasional adalah unsur penelitian 

yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Defenisi 

operasional berisi tentang indikator-indikator yang akan digunakan untuk 

mengukur variabel. Variabel penelitian pada penulisan ini merujuk pada peraturan 

walikota Sibolga Nomor 11 Tahun 2017. 

 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Tugas dan Fungsi 

Bidang Pertanian 

Dinas Perikanan 

Ketahanan Pangan 

dan Pertanian Kota 

Sibolga 

1.  Kesmavet: 

a. Penyusunan 

Perumusan dan 

Pelaksanaan 

 

 
 

 

b. Pelaksanaan dan 
Bimtek Supervisi 

Pelayanan 

Kesehatan Hewan 

- Kebijakan dan teknis 
tentang pelayanan kesehatan 

hewan 

- Penerbitan suket kesehatan 
hewan 

- Menghimpun data kesmavet 
di puskeswan 

 

- Pencegahan 
zoonosis/Penyakit hewan 

- Bimtek drh/asisten drh 

tentang kesehatan hewan  

Tabel 2.1 Konsep Operasional 
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c. Evaluasi 

Pelaporan 

 

 
 

 

2.  Produksi Pertanian 

a. Penyusunan 
Perumusan dan 

Pelaksanaan 

 

 
 

 

 

 

b. Pelaksanaan dan 

Bimtek Supervisi 

Produksi 

Pertanian 
 

c. Evaluasi 

Pelaporan 

 

3.  Sarana Prasarana dan 
Teknologi 

a. Penyusunan 

Perumusan dan 

Pelaksanaan 

 

 

b. Pelaksanaan dan 
Bimtek Supervisi 

 

 
 

 

 

 

c. Evaluasi 
Pelaporan 

- Pengawasan kesehatan 

hewan di RPH  

 

- Melaporkan hasil 
pelaksanaan tugas dan 

pelaksanaan tugas lain dari 

atasan 

 

- Melaporkan penyusunan 
kebijakan dan kebutuhan 

produksi pertanian 

(penyediaan bibit) 

- Melaksanakan Pengelolan 
produksi RPH 

- Pelayanan dan Penerbitan 
suket dan Usaha Pertanian 

 
 

- Bimbingan peningkatan 

mutu produksi pertanian 

melalui pemyuluh pertanian 

 

 

- Melaporkan hasil  
pelaksanaan tugas 

 

- Kebijakan sarana prasarana 

- Menyusun fasilitas sarana 
prasarana dan fasilitas RPH 

- Pengendalian dan 
pengawasan  peralatan dan 

faslitas RPH 

 

- Bimbingan pembiayaan dan 
teknologi tukang potong di 

RPH 

- Pengembangan potensi 
pertanian dan peternakan 

terutama di RPH 

 

- Melaporkanhasil 
pelaksanaan tugas 

 

Sumber: Peraturan Walikota Sibolga Nomor 11 Tahun 2017 
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2.8 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota Sibolga Nomor 11 Tahun 2017 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tugas dan Fungsi Dinas 

Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga 

Analisis Tugas dan Fungsi Bidang Pertanian di Dinas Perikanan Ketahanan 

Pangan dan Pertanian Kota Sibolga 

Produksi Pertanian: 

- Perumusan 

- Bimtek Supervisi 

- EvaluasiPelaporam 

Kesmavet 

- Perumusan 

- Bimtek  

- Evaluasi 

Pelaporan 

Sarana Prasarana 

- Perumusan 

- Bimtek 

- Evaluasi 

Pelaporan 

Terlaksananya Tugas dan Fungsi Bidang Pertanian yang 

sesuai dengan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 11 

Tahun 2017 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti melakukan penelitian yang dilaksanakan 

di Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga pada kurun 

waktu Oktober 2020 sampai selesai. Alasan peneliti memilih lokasi di Dinas 

Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga karena melihat adanya 

fenomena atau permasalahan mengenai kinerja bidang pertanian dalam 

menjalankan program kerjanya. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu proses pemecahan 

masalah yang di selidiki dengan menggambarkan objek penelitian secara jelas dan 

lebih mendetail (Konfrenhensip), serta untuk menarik generalisasi yang 

menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. 

PenelitianKualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan 

saat ini dan kaitanya dengan variabel-variabel yang ada pada penelitian ini. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden dengan menggunakan 

kuesioner, wawancara dan observasi. Data ini meliputi data atau informasi 

tentang kinerja pegawai dan tanggapan Responden terhadap kinerja pegawai 

dalam meningkatkan kerja pegawai. Data primer ialah data yang diperoleh 

secara langsung. 
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b. Data sekunder adalah yaitu yang diperoleh dari Dinas Perikanan Ketahanan 

Pangan dan Pertanian yang berupa: Struktur organisasi, pendidikan pegawai, 

jumlah pegawai, dan rincian tugas pokok serta fungsi pegawai. Sedangkan 

data sekunder ialah data yang diperoleh melalui media. 

3.4 Informasi Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000: 

97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang 

akan diteliti. Adapun informan penelitian dari Dinas Perikanan Ketahanan Pangan 

dan Pertanian Kota Sibolga yaitu: 

 

No

. 

Nama Pegawai Jabatan Jumlah 

1. Ir. Binsar Manalu, 

M.M 

 

Kepala Dinas Perikanan Ketahanan 

Pangan dan Pertanian Kota Sibolga 

1  

2. Linda Aritonang, Sp Kepala Bidang Pertanian 1   

3. 

 

Husni P. Brando 

Siregar, S.Pt 

Kepala seksi Kesehatan Masyarakat 

dan Veteriner 

1   

4. Suandi Simanjorang, 

S.Pt 

Kepala seksi Produksi 1   

5. Lesrit Gultom, S.Pt Kepala seksi sarana prasarana 1   

6. Drh. Febrina Sihotang Pegawai bid. Pertanian/Dokter 

Hewan 

1   

7. Syamsiar Gabe Penyuluh Pertanian 1 

8. Otolius Mendofa, S.Pi Asisten dokter hewan 1 

9. Ira Bionita THL bidang pertanian 1 

  Total  9 orang 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknis pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

adalah: 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 
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a. Wawancara 

Menurut sugiyono (2009: 72) wawancara adalah pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dari ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstribusikan makna sebuah topik tertentu. Penulis melakukan 

wawancara tanya jawab langsung kepada pegawai bidang kesekretariatan 

dan Kepegawaian, kabid dan kasi bidang pertanian dan pegawai yang 

dijadikan dalam penelitian ini. Penulis melakukan wawancara terstruktur 

terhadap narasumber (Key Informan) yaitu menggunakan panduan berupa 

pertanyaan yang akan ditentukan kepada informan terkait dengan judul 

penelitian. Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah HP, 

buku dan pena. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun 

literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Perikanan Ketahanan 

Pangan dan Pertanian Kota Sibolgamaupun buku-buku serta literatur-literatur 

lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisa yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan cara Deskriptif kualitatif (menggambarkan dan memaparkan) 

kinerja pegawai Kantor Dinas Perikanan Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota 

Sibolga. Setelah data yang diperlukan diperoleh, maka kemudian data tersebut 
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akan diolah secara kualitatif. Selanjutnya data tesebut dikumpulkan dan data 

tersebut diklasifikasikan dalam bentuk tabel-tabel persentase dan penjelasan-

penjelasan, kemudian hasil dari pembahasan ini dirumuskan suatu kesimpulan.  

Data yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif analistis yaitu suatu analisa 

yang menggambarkan atau menceritakan secara jelas berdasarkan fenomena yang 

ada diapangan. Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur 

kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. 

1. Reduksi Data 

  Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari 

catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan 

membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain 

sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, 

kemudian data tersebut diverifikasi. 

2. Penyajian Data 

  Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan 

tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang mudah dipahami. 

3. Penarikan kesimpulan 

 Penarikan Kesimpulan  atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian 

kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik 
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dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat 

penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji 

kebenaran, kecocokan, dan kekokohannya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam 

mencari makna, ia harus menggunakan pendektan emik, yaitu dari kacamata key 

information, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 
 

BAB IV  

GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN  

4.1 Kota Sibolga 

 

 

 

 

 

 

Kota Sibolga adalah salah satu kotamadya di provinsi Sumatera Utara, 

Indonesia. Kota ini terletak di pantai barat pulau Sumatera, membujur sepanjang 

pantai dari Utara ke Selatan dan berada pada kawasan Teluk Tapian Nauli. 

Jaraknya sekitar350 km dari Kota Medan. Kota Sibolga memiliki luas 10,77 km 

persegi dan Data Pusat Statistik Kota Sibolga 2020, berpenduduk sekitar 87.626 

jiwa. Kota Sibolga dikenal sebagai kota ikan di Sumatera Utara karena mayoritas 

pantai dan mata pencaharian masyarakatnya ialah nelayan (Wikipedia). 

Demografi 

Demografis adalah ilmu yang mempelajari tentang kependudukan manusia di 

suatu wilayah atau daerah. Demografis di Kota Sibolga dimulai dari kepercayaan 

atau agama yang dianut oleh masyarakatnya yang beragam. Berdasarkan hasil 

pencacahan sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Kota Sibolga sementara 

adalah 84.481 orang, yang terdiri dari 42.408 lakki-laki dan 42.073 perempuan. 

Berdasarkan luas wilayah Kota Sibolga dengan jumlah penduduk maka rata-rata 

Gambar 4.1 Peta Lokasi Kota Sibolga 
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tingkat kepadatan penduduk Kota Sibolga adalah sebanyak 7.844 orang per km 

persegi. Pada tahun 2015, berdasarkan sensus penduduuk jumlah penduduk 

Sibolga bertambah menjadi 95.471 jiwa. Masyarakat Sibolga terdiri dari berbagai 

macam etnis, antara lain Batak Toba, Batak Mandailing, Minangkabau, dan Nias. 

 

Agama Jumlah (%) 

Islam 57, 36 

Kristen 34,58 

Buddha 2,94 

Katolik 5,09 

Konghucu 0,02 

 

 

Tahun Jumlah penduduk (Orang) 

2010 84.481 

2013 85. 981 

2015 95.471 

2017 87.090 

2020 87.626 

 

 

 

 

Tabel 4.1 Komposisi Agama Di Kota Sibolga Tahun 2015 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Sibolga 

Sumber: sibolga.bps.go.id 
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4.2 Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sejarah Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga 

Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga awal 

mulanya ialah sebuah dinas perikanan yang bergabung antara Kota Sibolga 

dengan Kabupaten Tapanuli Tengah. Seiring berjalannya waktu Dinas perikanan 

pun memisahkan diri dan mendirikan sebuah dinas dalam ruang lingkup kelautan 

dan perikanan sesuai dengan basic dari Kota Sibolga yaitu Kota Ikan dan 

pinggiran pantai. Dinas Kelautan dan Peternakan pun didirikan sekitar tahun 1989 

dengan alamat kantor di Jalan Horas Sibolga Sambas. Kemudian pindah ke Jalan 

Tongkol Sibolga sekitar tahun 2003. Pada awalnya Dinas Perikanan Ketahanan 

Pangan dan Pertanian berdiri dengan nama Dinas Kelautan dan Peternakan dan 

sekitar tahun 2008 berganti nama menjadi Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan 

Pertanian Kota Sibolga. Kebijakan tersebut didasari oleh UU Nomor 2003 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan daerah di sector perikanan dan 

kelautan. Dan berdasarkan landasan peraturan Walikota Sibolga yang mensahkan 

Dinas kelautan dan Perikanan diganti dengan kelautannya dihapus dikarenakan 

kewenangannya dibatasi dan berubah menjadi Dinas Perikanan Ketahanan Pangan 

Gambar 4.2 Peta Lokasi Dinas PKPP Kota Sibolga 
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dan Pertanian Kota Sibolga hingga sekarang yang beralammat di Pondok Batu 

Kecamatan Sarudik. 

Lokasi Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga 

Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga berlokasi di 

Jln. Gatot Subroto No. 60 A, Pasir Bidang, Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, 

Sumatera Utara telp: 0631-25670 2261. 

Visi Misi, Tugas dan Fungsi Dinas PKPP Kota Sibolga 

- Visi Misi 

1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang good governance dengan 

transparan dan akuntabel serta instansi yang bersih 

2. Mewujudkan dan meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan  

sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat 

yang makmur melalui pelayanan dinas 

3. Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan 

masyarakat di bidang ekonomi dan bidang kewirausahaan serta menjalin 

kerjasama dan bidang kewirausahaan serta menjalin kerjasama maupun di 

luar kota sibolga 

4. Mensejahterakan masyarakat melalui kesehatan hewan 

5. Menjadikan Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga 

sebagai instansi yang bermanfaat dan berdaya saing. 

- Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan peraturan walikota nomor 11 tahun 2017 tentang kedudukan, 

susunan organisasi  serta tugas dan fungsi Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan 
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dan Pertanian Kota Sibolga Bab IV pasal 4, yaitu: 

1. Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian  mempunyai tugas 

membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perikanan, ketahanan 

pangan dan pertanian. 

2. Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan di bidang perikanan, ketahanan pangan dan 

pertanian; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan, ketahanan pangan dan 

pertanian; 

c. Pelaksanaan  evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan, ketahanan 

pangan dan pertanian; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait tugas dan 

fungsinya. 

Sedangkan bidang pertanian mempunyai tugas dan fungsi yang termuat dalam 

perwako nomor 11 tahun 2017 bagian keenam pasal 21, yaitu: 

1. Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian. 

2. Bidang Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang 
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pertanian; 

b. penjaminan kesehatan hewan dan pengendalian penyakit hewan menular: 

c. penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan 

penanggulangan bencana pertanian; 

d. penyiapan penerbitan izin/rekomendasi usaha pertanian dan peternakan; 

e. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan produksi pertanian dan 

peternakan; 

f. penyediaan fasilitas pendukung usaha pertanian dan peternakan; 

g. pengawasan pelaksanaan pengembangan pertanian dan peternakan; dan 

h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan peternakan; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

Adapun tugas dan uraian tugas yang ada di ketiga seksi pada bidang 

pertanian yang termuat dalam peraturan walikota nomor 11 tahun 2017 pada 

bagian keenam tentang bidang pertanian pasal 22, 23 dan 24, sebagai berikut:. 

(1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan 

kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan 

pelaporan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet). 

(2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut : 

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan hewan 

dan kesehatan masyarakat veteriner; 
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b. menyusun penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan 

penerbitan keterangan kesehatan hewan; 

c. menghimpun dan mengidentifikasi data kesehatan hewan dan kesehatan 

masyarakat veteriner (kesmavet); 

d. menganalisis kasus penyebaran penyakit hewan dan melaksanakan 

pencegahan penularan penyakit zoonosis; 

e. memberikan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan, rumah sakit 

hewan/pasar hewan dan rumah potong hewan; 

f. melakukan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah 

penyakit hewan menular; 

g. melaksanakan pengelolaan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner; 

h. melakukan pengawasan peredaran dan mutu obat hewan; 

i. melakukan pengawasan terhadap pasar dan distribusi hewan; 

j. memberikan pelayanan penerbitan izin/rekomendasi izin usaha 

pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan; 

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberi saran dan pertimbangan 

kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Pasal 23 

(1) Seksi Produksi Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas menyiapkan 

bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan 

teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan produksi pertanian dan 

peternakan. 
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(2) Seksi Produksi Pertanian dan Peternakan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan peningkatan 

produksi pertanian dan peternakan; 

b. menyusun kebutuhan dan penyediaan benih/bibit; 

c. menyusun kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana peningkatan 

produksi peternakan dan pertanian; 

d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi peternakan dan 

pertanian; 

e. melaksanakan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan 

rumpun/galur ternak; 

f. melaksanakan pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit 

ternak dan hijauan pakan ternak; 

g. memberikan pelayanan penerbitan izin/rekomendasi usaha pertanian 

dan izin/rekomendasi usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan; 

h. melakukan pembinaan, pengambangan dan pengawasan produksi 

pertanian dan peternakan; 

i. melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik (sdg) hewan; 

j. menyusun dan melaksanakan pembinaan dan pengelolaan Rumah Potong 

Hewan (RPH) dan pembinaaan pemotongan ternak di luar RPH; 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsi; dan 
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l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberi saran dan pertimbangan 

kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan 

m. melaksanakan tugas lain lain yang diberikan oleh atasan. 

Pasal 24 

(1) Seksi Sarana Prasarana dan Teknologi Pertanian dan Peternakan mempunyai 

tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan 

operasional, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan sarana 

prasarana dan teknologi pertanian dan peternakan. 

(2) Seksi Sarana Prasarana dan Teknologi Pertanian dan Peternakan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rumusan kebijakan sarana prasarana dan teknologi pertanian 

dan peternakan; 

b. melaksanakan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian dan 

peternakan; 

c. menyusun rencana fasilitasi investasi pertanian dan peternakan; 

d. memberikan bimbingan pembiayaan dan teknologi pertanian dan 

peternakan; 

e. melaksanakan penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, 

serta alat dan mesin pertanian; 

f. melaksanakan penataan dan pengawasan sarana dan prasarana pertanian 

dan peternakan; 

g. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; 
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h. melaksanakan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan pertanian 

dan peternakan; 

i. melaksanakan pengembangan dan pengawasan penggunaan sarana 

prasarana dan teknologi pertanian dan peternakan 

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, memberi saran dan pertimbangan 

kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Adapun jumlah pegawai pada bidang pertanian seperti yang terdapat dalam 

tabel dibawah ini: 

 

No. Nama Pegawai Jabatan Status 

1. Linda Aritonang, SP Kepala Bidang Pertanian PNS 

2. Lesrit Gultom, S.Pt Kasi Sarana Prasarana Teknologi 

Pertanian dan Peternakan 

PNS 

3. Ajun Siregar, S.Pt Pegawai Fungsional Umum PNS 

4.  Wheny K. Simanjuntak Pegawai Fungsional Umum PNS 

5. Anri Fernando S. Pegawai Fungsional Umum THL 

6. Ira Bionita Sitanggang Pegawai Fungsional Umum THL 

7. Suandi S. S.Pt Pj. Kasi Produksi Pertanian PNS 

8. Sihar M.H Sibuea, SP Pegawai Fungsional Umum PNS 

9. Nurida Nasution, S.Pt Pegawai Fungsional Umum PNS 

10. Drh. Febrina Sihotang Dokter hewan di puskeswan THL   

11. Syamsinar Panggabean Pegawai Fungsional Umum THL 

12. Husni P. Brando S.Pt Kasi. Keswan dan Kesmavet THL 

13. Otolius Mendofa, S.Pi Fungsional Umum/asisten drh PNS 

14. Ilham Syahputra Pegawai Fungsional Umum THL 

 Total 14 orang yang terdiri dari 8 orang  PNS dan 6 

orang Tenaga Harian Lepas 

 

 

Tabel 4.3 Data Pegawai Bidang Pertanian 
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Sekretaris 
 

Bangun Syah Muda Harahap, SP 
 

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Dinas 

 

Ir. Binsar Manalu, M.M. 
 

Bid. Produksi 
Perikanan 

Syafrizal, S.St.Pi 
 

Bid. Pertanian 
Linda Aritonang, 

SP 

Bid. Daya Saing 

Julius, S.Pi 

Bid. Ketahanan 
Pangan 

Alinafiah, S.Pi 
 

PEGAWAI 



 

 

85 
 

BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah disusun dalam 

penulisan skripsi ini, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan dari 

bagaimana kinerja dari bidang pertanian di Dinas Perikanan Ketahanan Pangan 

dan Pertanian Kota Sibolga. 

1. Bidang Pertanian masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya yang sesuai dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2017. 

Hal itu dilihat dari masih banyaknya program kerja bidang pertanian 

yang masih belum makskmal, cukup maksimal dan bahkan belum 

terlaksana. Dari 20 program kerja yang ada pada bidang pertanian di 

ketiga seksi, diketahui bahwa 6 proker yang sudah maksimal dan sisanya 

masih belum terlaksana. 

2. Hambatan yang terjadi dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang 

pertanian yaitu dipengaruhi oleh faktor topografi Kota Sibolga yang 

dimana lahan untuk pertanian itu susah untuk dibuat dikarenakan Kota 

Sibolga yang kecil dengan laut lebih luas sehingga lahan untuk pertanian 

pun tidak luas sehingga untuk kegiatan-kegiatan pertanian sulit untuk 

direalisasikan. Selain faktor topografi dan lahan tersebut, faktor 

penghambat lainnya yaitu keterbatasan anggaran dari pusat yang 

membuat tidak semuanya program kerja dapat dilaksanakan dengan 

maksimal dan faktor internal seperti sumber daya manusia yang butuh 
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untuk peningkatan skill atau keterampilannya lagi dan fasilitas yang 

masih belum maksimal. 

6.2 Saran 

Para pegawai bidang pertanian sejauh ini sudah berupaya untuk menjalankan 

tugas dan program-program kerja yang telah ditentukan akan tetapi untuk 

maksimalnya pelaksanaan tugas dan proker tersebut memang sulit mengingat 

faktor penghambat yang ada yaitu kondisi lahan atau topografi Kota Sibolga yang 

membuat Dinas serta bidang pertanian menjadi susah untuk memaksimalkan tugas 

mereka. Saran penulis semoga Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Kota Sibolga sebaiknya lebih memperhatikan tentang ruang lingkup kedinasan 

terutama pada struktur tugas dan fungsinya terkhusus bidang pertanian agar 

program kerja serta tugas yang diberikan pada bidang pertanian dapat berjalan 

dengan baik dan maksimal.  

Selain itu sebaiknya bidang pertanian lebih membuka inovasi-inovasi tentang 

aspek pertanian dibandingkan peternakan mengingat bahwa bidang ini ialah 

bidang pertanian. Seperti percontohan budidaya hidroponik yang telah 

dicanangkan, hendaknya dapat difokuskan kembali agar hidroponik tersebut tidak 

hanya menjadi percontohan saja akan tetapo bisa menjadi aspek komoditi di Kota 

Sibolga agar menghasilkan sayuran hidroponik untuk masyarakat agar bisa 

meminimalisir ketergantungan kepada daerah lain, tentunya hal itu bisa telaksana 

jika pegawai bidang pertanian diperbanyak pada kualifikasi tentang pertanian nya 

agar inovasi tentang teknologi pertanian bisa terlahirkan.  

Hendaknya juga bidang pertanian terutama Dinas Perikanan Ketahanan 
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Pangan dan Pertanian Kota Siblga lebih memperhatikan tentang fasilitas dan 

sarana prasarana yang ada pada bidang pertanian agar memudahkan jalannya 

program kerja atau tugas dapat telaksana dengan maksimal. 

Untuk keterbatasan anggaran, hendaknya bidang pertanian terutama dinas 

lebih transparan dan teratur dalam mengalokasikan anggaran yang ada pada 

kegiatan-kegiatan yang ada dalam menunjang pelaksanan tugas yang ada pada 

bidang pertanian. Seperti, dengan cara memanfaatkan anggaran dengan adil pada 

semua tugas dan program kerja yang telah dicanangkan agar semuanya secara 

holistik dapat berjalan maksimal. 

Adapun untuk permasalahan seperti keterbatasan sumber daya manusia 

hendaknya Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga 

merekrut pegawai yang memang memiliki kualifikasi pendidikan tentang 

pertanian agar beban kerja para pegawai seimbang dengan tugas yang dilakukan 

dikarenakan cukupnya sumber daya manusia yang ada. 

Untuk permasalahan lain, seperti ketidakmaksimalan program kerja yang ada 

hendaknya bidang pertanian hendaknya memperhatikan kembali tentang proker 

yang dicanangkan. Walaupun program kerja yang dicanangkan tidak terlalu 

banyak dan beragam, akan tetapi jika dilakukan dengan baik dan maksimal maka 

kegiatan pada bidang pertanian dapat berjalan dengan maksimal sehingga tidak 

ada proker atau tugas yang tidak terlaksana. 
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